BAB IV
PENUTUPAN
A. Kesimpulan
Dari hasil penelitian dan pembahasan pada penelitian yang berjudul

PERBANDINGAN HUKUM PERLINDUNGAN PEKERJA ANAK

PADA INDUSTRI HIBURAN DI INDONESIA DAN AMERIKA

SERIKAT, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kerangka hukum yang mengatur pekerja anak di industri hiburan di
Indonesia dan Amerika Serikat berbeda secara mendasar dalam hal
spesifikasi peraturan, mekanisme penegakan hukum, dan perlindungan
hak ekonomi anak. Indonesia terus bergantung pada peraturan umum
tentang pekerja anak dan perlindungan anak, sementara Amerika
Serikat, khususnya melalui instrumen tingkat negara bagian seperti
Undang-Undang Coogan, telah mengembangkan perlindungan khusus
sektor yang disesuaikan dengan risiko unik yang dihadapi oleh anak-
anak yang terlibat dalam pertunjukan. Analisis komparatif lebih lanjut
menegaskan bahwa reformasi peraturan di Indonesia harus secara
eksplisit mencakup sektor hiburan digital, termasuk kreator konten
anak, influencer anak, dan aktivitas media sosial yang dimonetisasi.
Tanpa inklusi eksplisit tersebut, setiap peraturan yang diusulkan
berisiko segera menjadi usang di tengah praktik ketenagakerjaan
digital yang berkembang pesat. Pengalaman California Senate Bill 764

menggambarkan bagaimana definisi hukum tentang “pekerjaan
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hiburan" harus berkembang untuk mencakup bentuk-bentuk pekerja
anak berbasis platform dan algoritma.

2. Kerangka kebijakan yang seharusnya dirumuskan oleh pemerintah
Indonesia dalam rangka perlindungan hukum dan pemenuhan
kesejahteraan anak sebagai pekerja di industri hiburan perlu diarahkan
pada pembentukan regulasi khusus yang bersifat sektoral dan adaptif
terhadap perkembangan industri hiburan modern, termasuk industri
hiburan digital. Regulasi tersebut harus secara eksplisit mengatur
pekerja anak di industri hiburan dengan berlandaskan pada prinsip
kepentingan terbaik bagi anak. Perlindungan yang efektif tidak dapat
hanya bergantung pada koordinasi administratif lintas kementerian,
tetapi harus diperkuat dengan mekanisme penegakan hukum yang
konkret di lapangan. Oleh karena itu, pemerintah perlu mewajibkan
kehadiran Guru Studio atau Petugas Perlindungan Anak bersertifikat
sebagai syarat izin produksi yang melibatkan anak, guna memastikan
pengawasan langsung terhadap jam Kkerja, pendidikan, keselamatan,
dan kesejahteraan psikologis anak. Selain itu, pengelolaan pendapatan
anak harus diwujudkan melalui mekanisme rekening perwalian wajib
yang menyimpan sebagian penghasilan anak secara khusus untuk
kepentingan masa depannya, dengan mencontoh praktik Coogan Law

di Amerika Serikat.

B. Saran
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Berdasarkan  kesimpulan  pada  penelitian ~ yang  berjudul
PERBANDINGAN HUKUM PERLINDUNGAN PEKERJA ANAK
PADA INDUSTRI HIBURAN DI INDONESIA DAN AMERIKA
SERIKAT diatas, maka dapat diberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bahwa bentuk perlindungan hukum pekerja anak di industri hiburan.
Pemerintah Indonesia disarankan untuk tidak lagi bergantung pada
regulasi ketenagakerjaan dan perlindungan anak yang bersifat umum,
melainkan menyusun peraturan khusus yang secara eksplisit mengatur
pekerja anak di industri hiburan. Regulasi tersebut perlu memuat
ketentuan yang jelas mengenai batas usia dan jam kerja, kewajiban
tetap bersekolah, perlindungan kesehatan fisik dan mental, serta
pengelolaan hak ekonomi anak. Pembelajaran dari Amerika Serikat,
khususnya praktik di negara bagian seperti California dan New York
melalui Coogan Law, dapat dijadikan rujukan dalam merancang sistem
perlindungan yang lebih komprehensif dan aplikatif.

2. Bahwasannya Pemerintah Indonesia perlu merumuskan kerangka
kebijakan yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak dengan
memperkuat mekanisme pengawasan dan penegakan hukum di
lapangan. Kebijakan tersebut sebaiknya mewajibkan sistem perizinan
kerja bagi anak di industri hiburan, kehadiran Guru Studio atau
Petugas Perlindungan Anak bersertifikat pada setiap kegiatan produksi,
serta pembentukan rekening perwalian wajib untuk menjamin

perlindungan hak ekonomi anak. Selain itu, koordinasi lintas
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kementerian dan pemerintah daerah harus dioptimalkan, termasuk
pengawasan terhadap industri hiburan digital, agar perlindungan anak
tidak hanya bersifat normatif, tetapi benar-benar menjamin

kesejahteraan anak dan mencegah terjadinya eksploitasi.
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